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BUPATI KARIMUN 
BUPATI KARIMUN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR   5   TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PEMBERIAN STIMULUS DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 

2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan serta untuk mengurangi beban di masyarakat yang 
diakibatkan oleh kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, 

perlu diberikan stimulus penetapan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

 

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada 

huruf a serta mendasari Pasal 106 Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur 

Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
Perkotaan di Kabupaten Karimun Tahun 2019 dengan 
Peraturan Bupati; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Karimun Tahun 2019; 
 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

http://jdihn.go.id/search/all-categories/detail/149146
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149172
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149197
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149233
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149401
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149455
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149537
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149561
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/149561
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/153232
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/154240
http://jdihn.go.id/search/legislation/detail/155485
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun Nomor 3); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 3); 

 

17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 
Nomor 39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian 
Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun 
Tahun 2017 Nomor 54). 

  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS 
DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI 
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun. 
3. Bupati adalah Bupati Karimun. 
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=70
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=1280
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/edit-peraturan?kat=2.1&nomo=7&thn=2016&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/edit-peraturan?kat=2.1&nomo=7&thn=2016&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/edit-peraturan?kat=2.1&nomo=3&thn=2018&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/edit-peraturan?kat=2.1&nomo=3&thn=2018&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
http://jdih.karimunkab.go.id/index.php/edit-peraturan?kat=2.2&nomo=37&thn=2016&desk=&status=&btnSrcrt=Cari
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